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Hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, baik dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Hak tersebut berbeda dengan hak asasi manusia
maupun hak hukum. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV1/2018, terdapat larangan
bagi pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota DPD. Meskipun putusan tersebut dapat
diargumentasikan berpengaruh positif dalam mengembalikan lembaga Dewan Perwakilan Daerah kepada
maksud asli pembentukannya serta mencegah representasi ganda dengan Dewan Perwakilan Rakyat, namun
putusan tersebut tidak mempertimbangkan berbagai hal secara komprehensif. Penelitian ini menawarkan
perspektif lain dalam mengkaji Putusan Mahkamah Konstitust Nomor 30/PUUXV1/2018, yaitu dengan
menggunakan pendekatan hak konstitusional yang sama sekali tidak dibahas dalam pertimbangan hukum
putusan. Penelitian ini mengkaji tinjauan umum mengenai hak konstitusional, sgjarah lembaga Dewan
Perwakilan Daerah, serta perbandingan hak konstitusional pengisian jabatan anggota kamar kedua di negara-
negara lain. Pada akhirnyaterdapat kesimpulan bahwa larangan bagi pengurus partai politik dalam pengisian
jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah terindikasi bertentangan dengan hak konstitusional yakni hak
untuk dipilih dan memilih serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selain
itu, pembatasan terhadap hak konstitusional yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
30/PUU-XV1/2018 jugatidak sesuai dengan ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak konstitusional.
...... Constitutional rights are the rights regulated in the Indonesian 1945 Constitution, both expressly and
implicitly. These rights are different from human rights nor legal rights. After the Constitutional Court
Decision Number 30/PUU-XV1/2018, there is a ban for political party administrators to become candidates
for Regional Representatives Council members. Although it can be argued that the decision has a positive
effect in returning the Regional Representatives Council institution to its formation original intent and
preventing double representation with the People's Representatives Council, the decision does not consider
various matters comprehensively. This study offers another perspective in reviewing the Constitutional
Court Decision Number 30/PUU-XV1/2018, namely by using a constitutional rights approach that is not
discussed at al in the legal considerations of the decision. This study examines an overview of constitutional
rights, the history of the Regiona Representatives Council, and a comparison of constitutional rights to fill
the position of second chamber member in other countries. In the end, there is a conclusion that the
prohibition for political party administrators to fill the positions of Regional Representatives Council
membersisindicated to violate constitutional rights, namely the right to be elected and to elect and the right
to obtain equal opportunitiesin government. In addition, the restrictions on constitutional rights referred to
by the Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XV1/2018 are also not in accordance with the
provisions regarding restrictions on constitutional rights.
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